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Makassar - Polisi menetapkan Erniati, istri Wakil Bupati Bone, Ambo Dalle, sebagai 

tersangka korupsi dana PAUD. Erniati menjadi tersangka terkait posisinya sebagai Kabid PAUD dan 

Dikmas Dinas Pendidikan Bone. 

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Dicky Sondani mengatakan penyidik Ditreskrimsus 

sudah melakukan gelar perkara. Dari gelar perkara, penyidik menetapkan tiga tersangka lainnya, 

yakni Kepala Seksi PAUD Disdik Bone Sulastri, staf Bidang PAUD Disdik Bone Muhammad Ikhsan, 

dan pengawas TK Disdik Bone Masdar. 

“Para tersangka diduga terkait kasus penggunaan dana alokasi khusus nonfisik dari APBN 

tahun 2017-2018, dengan kerugian negara sesuai audit BPKP sebesar Rp 4,9 miliar,” ujar Dicky, 

Senin (7/10/2019). 

Para tersangka diduga bersama-sama melakukan penyimpangan dalam pengadaan alat peraga 

dan buku siswa TK. Pengadaan disebut tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa 

yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. 

Selain itu, polisi menduga para tersangka menikmati keuntungan dari selisih harga dari 

proyek pengadaan buku untuk seluruh siswa TK di Bone selama 2017-2018. Erniati diduga polisi 

menerima honor sebagai tim monitoring, evaluasi, dan supervisi sebanyak Rp 80 juta pada 2017 dan 

2018. 

“Para tersangka melanggar Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 

ayat 1 KUHP,” kata Dicky. 
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Catatan: 

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 

Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dinyatakan bahwa kegiatan penyidikan 

dilaksanakan secara bertahap meliputi: 

1. Penyelidikan; 

2. Pengiriman SPDP; 

3. Upaya paksa; 

4. Pemeriksaan; 

5. Gelar perkara; 

6. Penyelesaian berkas perkara; 

7. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum; 

8. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan 

9. Penghentian Penyidikan. 

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, 

dinyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri 

sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi, dinyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada 

padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan 

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara 

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 

dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

 



Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dinyatakan 

bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; 

2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan 

atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, 

sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. 

 


